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PUTUSAN
Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Sim

A B L N 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai

gugat antara:

Penggugat, NIK--------- , tempat tanggal lahir 04 Juni 1973, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai

Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK----------- , tempat tanggal lahir 20 Nopember 1974, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2021
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor
310/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin
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sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:---------- , tanggal 27 Agustus
1999;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Selatan
selama 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah
tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrakan di Nagori selama 3 tahun;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2
orang anak yang bernama;
a. Anak ke |, perempuan, lahir tanggal 28 Agustus 2000;
b. Anak ke Il, laki-laki, lahir tanggal 06 April 2003;
Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, sejak tanggal 01 Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu, Tergugat tidak
pernah kembali lagi sampai sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu

sama lain;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai
ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat inperson
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hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap
ataupun mengutus orang lain sebagai wakil’lkuasa hukumnya meskipun
menurut relas panggilan nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Sim yang dibacakan di
persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu
halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena
Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha
mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak
memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-------- , yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 27
Agustus 1999. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan
dan telah sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Bukti Saksi
1. Saksi dari Penggugat ke |, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun 1999;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat dirumah

kontrakan di Nagori ;
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- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan baik, akan tetapi sejak Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan
rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan
merantau mencari pekerjaan;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat
namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah

tinggal bersama lagi sampai saat ini

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta dan tidak pernah mengirim
nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi dari Penggugat ke I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah bibi Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun 1999;

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat dirumah
kontrakan di Nagori ;

- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2018 Tergugat pergi
meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat;
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- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat
namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah

tinggal bersama lagi sampai saat ini

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta dan tidak pernah mengirim
nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi
dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan dengan
mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai
jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ihwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar
pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari purusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan
oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1
(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka
perkara aguo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim
menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan
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demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145
ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah
dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir
dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke
persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang
sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat
tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek,
pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan
atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur’an,
Juz 1l halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:
Al G2 ol ge8 aag Al Cppalicall l8a e oSl ) 2 (1
Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian

tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang

yang dzhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam
Kitab Al-Anwar Juz | halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Al AL Sls dwe gl )il Hat 3 a8 Ol
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Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus

perkara dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat
telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 4
ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi
dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir
menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah sebagai suami
istri yang masih terikat pernikahan, Penggugat mendalilkan bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu
Tergugat tidak pernah kembali lagi, selengkapnya sebagaimana dalam surat
gugatan Penggugat seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya
menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka
Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan
mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun
oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari
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rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.,
Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di
persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah
memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di
kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah
mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301
R.Bg. bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya
akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan
merupakan conditio sine qua non dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 17
Agustus 1999, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah
terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sepatutnya
dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat ke
persidangan terdiri dari tetangga Penggugat yang bernama Saksi dari
Penggugat ke | dan bibi Tergugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke I,
kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum
untuk diangkat menjadi saksi (vide Pasal 172 dan Pasal 76 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),
telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (vide Pasal 174 R.Bg.), dan
masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di
bawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg.), sedangkan
keberadaan kedua Saksi adalah orang-orang terdekat yang selalu
berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan
Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan
jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (vide
Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi a quo telah
terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Penggugat ke | telah memberikan
keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan
Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2
(dua) orang anak, dan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
sudah tidak rukun lagi sejak Mei 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan alasan merantau untuk
mencari pekerjaan dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, sebagaimana
telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian a quo telah
memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Penggugat ke Il telah memberikan
keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan
Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2
(dua) orang anak, dan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2018 karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang
jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, sebagaimana telah
diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian a quo telah memenubhi
ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan
Penggugat di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung

Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-
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dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi a
guo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal
309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang
dikaitkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan,

maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai
Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 17 Agustus 1999;

2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis namun setidaknya sejak Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya sejak Mei 2018
tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu
lagi sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk menunggu Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, situasi rumah
tangga dimana suami isteri berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak
lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada
kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun
damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia
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Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai
lagi;
Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan maksud dari al-

Qur'an Surat Ar-Rdm Ayat 21 tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:
A i G S Aans B Kip Jeas ) 158 5551 Kl e 1 G o A e
s 5D o 8 Y

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat
mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi
mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang
lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan
batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih
diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam
kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

A badl s e adia auliall ¢ o

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih

kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah
cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 patut
dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya’ban 1442 Hijriah oleh kami limas,
S.H.l,, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.l., dan Fri
Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu Miharza S.H.,
M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
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Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. Ilmas, S.H.I.
Hakim Anggota,

Fri Yosmen, S.H

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp375.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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